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3. E.W.INKIRIWANG, 'Wakil dari Kenenterian - sebagai Anggota 
Da lam Negeri 

4. LETNAN KOLONEL TJUT LIDANSJAH, Wakil d ar L - sebagai Anggota 
Angkatan Laut Republik Indonesia 

5. MAJOR JOENOES M.AOGIMON S .H., Wakil dari - sebagai Anggota 
Kemmt erian Kedjaksaan 

6. AKBP DRS MOORKESID, Wakil dari Angkatan - sebagai Anggota 
Kepolisian 

7. DRS SOETOJO, Wakil dari DirGktorat Bea - sebagp i Anggota 
dan Tjukai 

$. ALWI SUTAN OSI.f.lAN S.H., Wakil dari Ksnen- - sebagai Anggota 
terian Kehakiman 

9. ZAHAR ARIFIN S .H,, Wakil dar i Direktorat - seba gai Anggota 
HUKUN IIBM:al'JTffiIAN LU.AR NEGERI 

• - sebag ai Anggota 

1. SUD IO GANDARUM M.A., Pd. Kepala Direktorat - 
Asia Timur Laut dan Pasifik, Kementerian 
Luar Negeri 

2. A.SUUD, Wakil dari Imigrasi 

: Menetapkan Susu nan Delegasi Pemerint ah Republik Indonesia jang a 
meng ad akan perundingan dengan Delegasi Pemerintah Republik Phili 
pina mengenai Imigrasi dan Lintas Batas antara kedua Negara dala 
rangka pembaharuan/perpandjangan Persetudjuan jang sudah ada dan 
jang sudah berachir diantara kedua Negara sebagai berikut: 

sebagai Ketua me 
rangkap Anggota 

PERT AMA 

Menetapkan: 
M E M U T U S K A N 

Pembitjaraan antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia d an 
Menteri Luar Negeri Republik Philipina pada achir bulan Arpil 19 I 

· di Bangkok. 

Mengingat 

b , Bahwa untuk keperluan tersebut dalam ajat ~ perlu menetapkan 
susunan Delegasi Pemerintah In::lonesia. 

c . Bahwa para anggo t a Delegasi tersebut ajat Q terdiri dari Waki 
wakil Direktorat Imigrasi, Direktorat Bea dan Tjukai, Kement e 
rian Kedjaksaan, Kemen t e rda n Angkatan Kepolisian, Kement erian 
A.ngkat an Laut, Kement erian Dalam Negeri, Kementerian Perdagan 
an, Kement erian Kehakiman, Kement erian Perhubungan Laut, d an 
Kement erian Luar Neg e rd , 

• 

a. Bahwa berhubung dengan akan datangnja Delegasi Pemerintah 
- Philipina untuk mengadakan perundingan mengenai soal Imigra­ 
si dan Lint.as Batas antara kedua Negara, da Lam rangka memper­ 
baharui/memperpandjang Persetudjuan Imigrasi jang sud ah ber a-. 
chir pada 1 Pebruari 1966. I 1 . 

I 

Menimbang 

Persetudjuan Imigrasi antara Republik Indonesia dan Republik 
Philipina jang ditanda-tangani di Manila pada tanggal 4 Djuli. 
1956; 

Membatja 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK It'DONESIA, 
N0.121 TAHUN 19§6 

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

~- 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

  



Ditetapkan di Djakarta 
pada tanggal 2 Djuni 1966. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
SUKARNO 

: Dalam tempo sat u bulan s es udah selesai perurrl Lng an tersebut 
diatas, Ketua Delegasi Republik Irrlonesia harus menjampa:lkar; 
pertanggungan djawab kepada Pemerintah Republik Irrlonesia me ~e 
nai peq;, eluaran keuangan atas t.ang gung an ne gara jang dilakub n 
selama perunding an tersebut. 

1 

; 

Segala bia ja jang akan dikeluarkan s e Larra perundingan terseb , 
dibabankan pada anegaran KE;:;eilteri'an Lua r ;l.\ee:eri. 

18. Dr s , SOEKADARI, Wakil dari Kanenterian 
Luar Negeri 

17. - sebaga i Angg 
- sebagai Sekr 

ris merangka ' 
Anggota 

: Pada waktu jang sesingkat-singkatnja sesudah selesai perundi 
Ketua Delsgasi harus menjampaikan laporan tertulis mengenai 
dari pada perundine;an tersebut ke pa da Pemerintah Republik In 
ne sd a- 

16. 

14. 
15. 

13. 

12. 

11. 

HERRI HARJONO, Wakil dari Kementerian Per- sebagai Angg !a 
dagangan 
KAPTEN SOEROKO, Wakil dari Angkatan Laut - sebagai Anggc ~ 
Republik Indonesia ! 
H.R.MOMOR, Wakil dari Kementerian Perhu- - s eba ga L .Anggc \a 
bungan Laut 
AKP ABDULDJABAR, Wakil dari Angkatan Ke- sebagai .Anggc la 
polisian i 
NONA MOERWATI, Wakil dari Imigrasi - s ebaga i Anggc ia 
DRS TJAN KOK PING, Wakil dari Kemsnterian - sebagai Angg ia 
Kehakiman 
ISHAK ZAHIR, Wakil dari Kernenterian Luar - sebagai Angg 
Negeri 
DRS H.F • .MANGINSELA, Wakil dari Daerah 

10. 
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PRESIDEN 
REPUBLIK INOONESIA 

• 
KEEMPAT 

KETIGA 

KE:DU A 

• 

 


